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KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
NOMOR: SK. ),  /T.38/TU-3/KUM.1.11/5/2023

TENTANG
REVISI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Balai Taman Nasional Alas Purwo, perlu disusun
rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa rencana kerja Pembangunan Zona Integritas lingkup Balai Taman
Nasional Alas Purwo sebagaimana SK Nomor SK. 29/T.38/TU-
3/KUM.1.11/05/2019 perlu diperbarui sesuai dengan kondisi dan
perkembangan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Alas
Purwo tentang Revisi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Balai Taman Nasional Alas Purwo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan _
Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 — 2025; '

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Manajemen Perubahan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayab Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : REVISI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO




KESATU . Maksud dan tujuan ditetapkannya rencana kerja ini adalah;

a. Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satker Balai Taman
Nasional Alas Purwo dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Balai Taman Nasional Alas Purwo;

b. Tujuan penyusunan rencana kerja adalah memberikan keseragaman
pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Balai Taman Nasional Alas Purwo.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Banyuwangi
Padatanggal \ss Mei 2023

,\NOVITA KUSUMA WARDANI, S.Hut.,M.AP., M.Env
NIP. 19761125 200003 2 001 .

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, di Jakarta

2. Inspektur Jenderal Kementerian LHK, di Jakarta

3. Sekretaris Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, di Jakarta




Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo
Nomor :SK. 26 /T.38/TU-2/KUM.1.11/05/2023
Tanggal : |¢ Mei2023

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
PERIODE TAHUN 2023

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satker Balai Taman Nasional Alas
Purwo dan pemangku kepentingan lainnya dalam”membangun Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. Tujuan penyusunan rencana kerja adalah memberikan keseragaman pemahaman dan
tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Balai
Taman Nasional Alas Purwo.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
1. Manajemen Perubahan

Target:

a. Terjadinya perubahan pola piker dan budaya kerja seluruh jajaran pimpinan dan
pegawai Balai Taman Nasional Alas Purwo sesuai usulan sebagai Zona Integritas
menuju WBK dan WBBM;

b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi
terhadap perubahan;

c. Terimplementasikannya Core Value Berakhlak (Berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).

Indikator:
a. Aspek Pemenuhan

1. Penyusunan Tim kerja
Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
— Pembentukan Tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju

WBK /WBBM;

— Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme
yang jelas. '

2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan
WBBM dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

— Penyusunan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
dan WBBM,;

— Penyusunan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
dan WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

— Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM.

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

— Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
mengacu pada target yang direncanakan;

— Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM,; -

— Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi




4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memerhatikan hal-hal
sebagai berikut:

— Pimpinan menjadi Role model dalam pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK/MWBBM;

— Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM,;

— Dibangun budaya kerja dan pola pikir;

— Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK/MWBBM.

b. Aspek Reform
1. Komitmen dalam perubahan:

— Agen Perubahan telah membuat perubahan yang konkret;

— Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam system
manajemen.

2. Komitmen Pimpinan; Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi dengan target capalan reformasi yang jelas di dokumen
perencanaan instansinya

3. Membangun Budaya Kerja, BTNAP membangun budaya kerja positif dan
menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

2. Penataan Tata Laksana
Target :
a. Meningkatknya Penggunaan teknologi informas dalam proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan;
b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan;
c. Meningkatnya kinerja BTNAP.

Indikator :
a. Aspek Pemenuhan
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama
— Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis Balai
Taman Nasional Alas Purwo;
— Penerapan SOP;
— Evaluasi/ Perbaikan SOP
2. Sistem Pemerintahan Berbasais Elektronik
— sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
— sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
— sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
— Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan tekonologi informasi
3. Keterbukaan Informasi Publik :
— Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
— Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan mformasn publik.
b. Aspek Reform
1. Peta proses bisnis disusun dengan memperhatikan penyederhanaan jabatan
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi mampu
mendorong pelaksanaan pelayanan public dan pelayanan.internal organisasi yang
lebih cepat dan efisien
3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
— Tranformasi digital pada bidang bisnis utama,telah mampu memberikan nilai
manfaat bagi organisasi secara optimal
— Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan mampu
memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal
— Transformasi digital pada bidang pelayanan public telah mampu memberikan
nilai manfaat bagi organisasi secara optimal

3. Penataan Sistem Manajemen SDM Target :
a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur;




d.
e.

Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur;
Meningkatkan profesionalisme SDM.

Indikator :
Aspek Pemenuhan
a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

f.

1. rencana kebutuhan pegawai telah dibuat dalam hal rasio dengan beban kerja
2. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai;
3. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.

Pola Mutasi Internal

1. Penetapan kebijakan pola mutasi internal;

2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal;

3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

1. Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi

2. Rencana pengembangan kompetensi pegawai yang memperhatikan hasil
pengelolaan kinerja pegawai;

3. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi
yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

4. Pemberian kesempatan/hak bagi pegawai mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi lainnya

5. Melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer
knowledge)

6. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja

Penetapan Kinerja Individu

Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

Pengukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya;

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik;

Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai

daripenetapan, implementasi, dan pemantauan.

Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik /Kode Perilaku

Pegawai Menerapkan aturan disiplin/ kode etik / kode

perilaku pegawai

Sistem Informasi Kepegawaian

Pemutakhiran system informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

LR

Aspek Reform

1

2.

3.

Kinerja Individu; kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada 4
levelnya

Assesment Pegawai; hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutase
dan pengembangan karir pegawai

Pelanggaran Disiplin pegawai; penurunan pelanggaran disiplin pegawai _

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Target :

a.
b.

Meningkatkan kinerja Balai Taman Nasional Alas Purwo;
Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Indikator :
Aspek Pemenuhan

a.

b.

Keterlibatan Pimpinan

1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan dokumen perencanaan;

Dokumen perencanaan berorientasi hasil;

Penetapan Kinerja Indikator Utama (IKU);

Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;

Penyusunan laporan kinerja tepat waktu;

Pelaporan kinerja telah memberikan informasi kinerja;

Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
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Aspek Reform

a.

b.

C.

Meningkatnya capaian kinerja; persentase sasaran dengan capaian 100% atau
lebih :

Pemberian Reward dan Punishment; hasil capaian/monitoring perjanjian kinerja
telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi
Kerangka logis kinerja; terdapat penjenjangan kinerja yang mengacu pada kinerja
utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai

5. Penguatan Pengawasan Target :

a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing
bidang Pada Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;

b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Satker Balai Taman Nasional
Alas Purwo.

c. Meningkatnya system integritas di BTN Alas Purwo dalam upaya pencegahan KKN

Indikator :

Aspek Pemenuhan

a.

Pengendalian Gratifikasi

1. Memiliki Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi;

2. Mengimplementasikan pengendalian Gratifikasi.

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;

2. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja;

3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko;

4. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.
Pengaduan Masyarakat :
1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;

2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;

3. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;

4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
Whistle Blowing System

1. Menerapkan Whistle Blowing System;

2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System;

3. Menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan Whistle Blowing System.
Penanganan Benturan Kepentingan
Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama;
Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
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Aspek Reform

a. Adanya Mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
b. Penanganan Pengaduan Masyarakat
c. Tingkat kepatuhan Penyampaian LHKPN dan atau LHKASN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Target :

a.

b.

C.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih, cepat lebih murah, lebih aman dan
lebih mudah dijangkau) padaSatker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan;

Meningkatknya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik. 3

Indikator :
Aspek Pemenuhan

a.

Standar Pelayanan

memiliki kebijakan standar pelayanan;

Memaklumatkan standar pelayanan;

Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
Mempublikasikan standar pelayanan dan maklumat pelayanan
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b. Budaya Pelayanan Prima

1. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang
penerapan budaya pelayanan prima;

2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagal media;

3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana pelayanan secara
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar.

4. Memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar

5. Memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi

6. Inovasi pelayanan

c. Pengelolaan Pengaduan

1. Terrdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan
SP4N-Lapor

2. Terdapat unit/penanggungjawab yang mengelola pengaduan dan konsultasi
pelayanan

3. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi

d. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;

3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat;

e. Peningkatan Teknologi Informasi

1. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan layanan

2. Terbangunnya database yang terintegrasi

3. Perbaikan terus menerus terkait penggunaan teknologi informasi

Aspek Reform
a. Upaya dan /atau inovasi mendorong perbaikan pelayanan publik
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah
c. Tingkat penyelesaian/Penanganan pengaduan layanan disertai media konsultasi
melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggungjawab

D. RENCANA AKS| KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan akuntabel yang diukur dengan
menggunakan kriteria: Nilai Persepsi Korupsi (survei eksternal) dan Capaian Kinerja Lebih
baik.

2. Kualitas Pelayanan Publik yang prima dikuru melalui Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan
dengan melakukan Survey Eksternal.

E. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Rencana anggaran dan biaya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Satker Balai Taman Nasional Alas
Purwo, dibebankan pada Anggaran Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo.

Ditetapkan di Banyuwangi °
Padatanggal 15 Mei 2023

Kepala Balai,

Novita Kusuma Wardani, S.Hut, MAP., M.Env
NIP. 19761125 200003 2 001




